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PRESIDEM
REPUEBLIK INDOHES1A

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa tindek pidana korups yang sdama ini terjadi secara
meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah
merupakan pelanggaran terhadgp hak-hak sosd dan  ekonomi
masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korups perlu
digolongkan sebaga  kegahatan yang pemberantasannya  harus
dilakukan secara luar biasa;

b. bahwa untuk Iebih menjamin kepadian hukum, menghindari
keragaman penafdran hukum dan  memberikan  perlindungan
terhadap hak-hak sosd dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan
secaa adil ddam memberantas tindak pidana korups, perlu
diadakan perubahan aas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups;



Mengingat:

1

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korups.

Pasd 5 ayat (1) dan Pasd 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-
Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negaa yang Bebas dari Korups, Kolus, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korups (Lembaran Negara Republik Indonesa
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3874).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:



Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Pasal I

Bebergpa ketentuan dan penjdasan pasd ddam Undang-undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups diubah sebagal berikut:

1 Pad 2 ayat (2) substand tetap, penjdasan pasd diubah sehingga rumusannya
sebagaimana tercantum daam penjdasan Pasd Demi Pasd angka 1 Undang-
undang ini.

2. Ketentuan Pasa 5, Pasal 6, Pasa 7, Pasd 8, Pasal 9, Pasd 10, Pasal 11, dan Pasa
12, rumusannya diubah dengan tidek mengacu pasd-pasd ddam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat
ddam madang-mesng pasa Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diacuy,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5
(1) Dipidana dengan pidana penjara pding sngkat 1 (satu) tahun dan pding lama

5 (lima) tahun dan aau pidana denda pding sedikit Rp 50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) dan paing banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh

jutarupiah) setigp orang yang:

1. memberi aau menjanjikan sesuatu  kepada pegawa  negeri  atau
penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawa  negeri  aau
penyedenggara negara tersebut berbuat atau tidek berbuat sesuatu dalam
jabatannya, yang bertentangan dengan kewgjibannya; atau

2. memberi sesuatu kepada pegawa negeri atau penyelenggara negara karena
aau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewgjiban,
dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawa negeri dau penydenggaa negaa yang menerima pemberian
atau janji sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana

dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
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Pasal 6

Dipidana dengan pidana penjara paing singkat 3 (tiga) tahun dan paing lama

15 (lima bdas) tahun dan pidana denda paing sedikit Rp 150.000.000,00

(seratus lima puluh juta rupiah) dan paing banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh

ratus lima puluh juta rupiah) setigp orang yang:

1. membei aau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk
mempengaruhi  putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
aau

2. memberi aau menjanjiken sesuatu kepada seseorang yang  menurut
ketentuan peraturan  perundang-undangan  ditentukan menjadi  advokat
untuk menghadiri Sdang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi
nashat aau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara
yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Bag hekim yang menerima pemberian atau janji sebagamana dimaksud

ddam ayat (1) huruf a aau advokat yang menerima pemberian aau janji

sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang

sama sebagaimana dimaksud daam ayat (1).

Pasal 7

Dipidana dengan pidana penjara paing singkat 2 (dua) tahun dan pding lama

7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paing sedikit Rp 100.000.000,00

(seratus juta rupiah) dan paing banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima

puluh juta rupiah):

1. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau
penjua bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan,
melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang
atau barang, atau kesdlamatan negara dalam keadaan perang;

2. sdigp orang yang bertugas mengawas pembangunan aau penyerahan
bahan bangunan, sengga membiarkan perbuatan curang sebagaimana
dimeksud ddam huruf &



3. sdigp orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara
Nasond Indonesa dan aau Kepolisan Negara Republik Indonesa
melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan kesdamatan
negara dalam keadaan perang; atau

4. sdigp orang yang betugas mengawas penyerahan barang keperluan
Tentara Nadond Indonesa dan aau Kepolisan Negara Republik
Indonesa dengan sengga membiarkan perbuatan curang sebagamana
dimaksud ddam huruf c.

(2 Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan aau orang yang
menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasiona Indonesa dan atau
Kepolisan Negara Republik Indonesa dan membiarkan perbuatan curang
sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) huruf a atau huruf ¢, dipidana dengan
pidana yang sama sebaga mana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paing singkat 3 (tiga) tahun dan pding lama 15
(lima bdas) tahun dan pidana denda paing sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus
lima puluh juta rupiah) dan pding banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima
puluh juta rupiah), pegawa negeri aau orang sdan pegawa negeri  yang
ditugaskan menjdankan suau jabatan umum secara terus menerus aau  untuk
sementara waktu, dengan sengga menggelapkan uang atau surat berharga yang
dismpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut
diambil aau digdapkan oleh orang lan, a@au membantu ddam mdakukan
perbuatan tersebut.

Pasal 9
Dipidana dengan pidana penjara pding singkat 1 (satu) tahun dan paing lama 5
(lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan pding banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
pegawa negeri aau orang sdan pegawa negeri yang diberi tugas menjdankan



Suatu jabatan umum secara terus menerus atal untuk sementara waktu, dengan
sengga memasu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan
adminigres.

Pasal 10
Dipidana dengan pidana penjara pding singkat 2 (dua) tahun dan pding lama 7
(tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dan pding banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
pegawa negeri aau orang sdain pegawa negeri yang diberi tugas menjdankan
Suau jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan
sengga
1. menggeapkan, menghancurkan, merusskkan, atau membuat tidek dapat
dipaka barang, akta, surat, atau daftar yang digunekan untuk meyakinkan
atau membuktikan di muka pgabat yang berwenang, yang dikuasa karena
jabatannya; atau
2. membiackan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau
membuat tidak dapat dipakal barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
3. membantu orang lan menghilangkan, menghancurkan, merusskkan, atau
membuat tidak dapat dipaka barang, akta, surat, ataul daftar tersebut.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara pding singkat 1 (satu) tahun dan paing lama 5
(limg tahun dan atau pidana denda paing sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) dan paing banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah) pegawa negeri aau penydenggara negara yang menerima hadiah atau
janji padahd diketahui atau patut diduga, bahwa hadish aau janji tersebut
diberikan karena kekuassan atau kewenangan yang berhubungan dengan
jébatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji
tersebut ada hubungan dengan jabatannya.



Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sngkat
4 (empat) tahun dan pding lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paing
sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paing banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

1.

pegawa negeri aau penydenggara negara yang menerima hadish aau janji,
padahd diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan
untuk menggerakkan agar melakukan aau tidek meakukan sesuatu daam
jabatannya, yang bertentangan dengan kewgjibannya;

pegawa negeri aau penydenggara negara yang menerima hadiah, padahd
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebaga akibat
atau disebabkan karena telah meakukan atau tidek meakukan sesuatu daam
jabatannya yang bertentangan dengan kewgjibannya;

hakim yang menerima hadiah aau janji, padahd diketahui aau paiut diduga
bahwa hadiah aau janji tersbut diberikan untuk mempengaruhi  putusan
perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

seseorang yang menurut  ketentuan peraturan  perundang-undangan  ditentukan
menjadi advokat untuk menghadiri Sdang pengadilan, menerima hadiah aau
janji, padahd diketahui atau patut diduga bahwa hadish atau janji tersebut
untuk mempengaruhi nashat aau pendapat yang akan diberikan, berhubung
dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

pegawa negeri aau penyedenggara negaa yang dengan  maksud
menguntungkan diri sendiri a@au orang lan secara mdawan hukum, aau
dengan menydahgunakan kekuassannya memaksa seseorang  memberikan
sesuatu, membayar, aau menerima pembayaran dengan potongan, aau untuk
mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

pegawa negeri aau penydenggara negara yang pada wektu menjaankan
tugas, meminta, menerima, aau memotong pembayaran kepada pegawa
negeri aau penyelenggara negara yang lain aau kepada kas umum, seolah
olah pegawa negeri aau penydenggara negara yang lain atau kas umum



tersebut mempunyai utang kepadanya, padahd diketahui bahwa ha tersebut
bukan merupakan utang;

7. pegawa negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjaankan
tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolahtolah
merupakan utang kepada dirinya, padaha diketahui bahwa hd tersebut bukan
merupakan utang;

8. pegawa negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjaankan
tugas, tedah menggunakan tanah negara yang di aasnya terdapat hak pekal,
seolahrolah sesual dengan  peraturan  perundang-undangan, teah merugikan
orang yang berhak, padahd diketahuinya bahwa perbuatan tersebut
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

9. pegawa negei aau penydenggara negara bak langsung maupun tidak
langsung dengan sengga turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau
persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk sduruh atau sebagian
ditugaskan untuk mengurus aau mengawasinya.

3. Di antaraPasd 12 dan Pasd 13 dissipkan 3 (tiga) pasd baru yakni Pasa 12 A,

Pasal 12 B, dan Pasd 12 C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 A

(1) Ketentuan mengena pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud
dalam Pasd 5, Pasa 6, Pasal 7, Pasa 8, Pasal 9, Pasd 10, Pasal 11 dan Pasa
12 tidak berlaku bagi tindek pidana korups yang nilanya kurang dari Rp
5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Bagi pelaku tindak pidana korups yang nilainya kurang dari Rp 5000.000,00
(lima juta rupiah) sebagamana dimeksud ddam ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara pding lama 3 (tigd) tahun dan pidana denda paing banyak Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B
(1) Setigp gratifikas kepada pegawa negeri atau penyelenggara negara dianggap
pemberian  suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan  yang



berlawvanan dengan kewgjiban aau tugasnya, dengan ketentuan sebaga

berikut:

1. yang nilanya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) aau lebih,
pembuktian bahwa gratifikes tersebut bukan merupakan sugp dilakukan
oleh penerima gratifikes;

2. yang nilanya kurang dai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
pembuktian bahwa gratifikes terssbut sugp dilakukan oleh  penuntut
umum.

(2) Pidana bagi pegawal negeri aau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud
daam ayat (1) addah pidana penjara seumur hidup aau pidana penjara paing
gngkat 4 (empat) tahun dan pding lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana
denda paing sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paing
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dadam Pasd 12 B ayat (1) tidak berlaku,
jika peneima meaporkan gratifiked yang diterimanya kepada Komig
Pemberantasan Tindak Pidana Korups.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wagib dilakukan
oleh penerima gratifikes pding lambat 30 (tiga pulun) hari kerja terhitung
sgak tanggd gratifikas tersebut diterima.

(3) Komis Pemberantasan Tindak Pidana Korups ddam waktu paing lambat 30
(tiga puluh) hari kerja sgak tanggd menerima laporan waib menetgpkan
gratifikes dapat menjadi milik penerima aau milik negara

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian lgporan sebagaimana dimaksud
ddam aya (2) dan penentuan datus gratifikes sebagamana dimaksud daam
aya (3) diatur ddam Undang-undang tentang Komis Pemberantasan Tindak

PidanaKorups.

4. Di antara Pasa 26 dan Pasd 27 disspkan 1 (satu) pasa baru menjadi Pasal 26 A
yang berbunyi sebagai berikut:



Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dadam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud daam Pasdl

188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana, khusus untuk tindak pidana korups juga dapet diperoleh dari:

1. dat bukti lan yang berupa informas yang diucapkan, dikirim, diterima,
atau dismpan secara dektronik dengan aa optik atau yang serupa dengan
itu; dan

2. dokumen, yakni sdigp rekaman data aau informas yang dapat dilihat,
dibaca, dan aau didengar yang dapat dikdluarkan dengan atau tanpa
bantuan suatu sarana, balk yang tertuang di atas kertas, benda fisk apapun
sdain kertas, maupun yang terekam secara eektronik, yang berupa tulisan,
Suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforas
yang memiliki makna

5. Pasd 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasad yakni menjadi Pasd 37 dan Pasd 37 A
dengan ketentuan sebagal berikut:
Pasdl 37 dengan substans yang berasd dari ayat (1) dan aya (2) dengan
penyempurnaan pada ayat (2) frasa yang berbunyi "keterangan tersebut
dipergunekan sebaga hd yang menguntungkan baginyd' diubah  menjadi
"pembuktian  tersebut digunakan oleh pengadilan sbaga  dasar  untuk
menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti”, sehingga bunyi kesduruhan Pasd
37 addah sebagai berikut:
Pasal 37
(1) Terdakwa mempunya hak untuk membuktikan bahwa ia tidek meakukan
tindak pidana korups.
(2) Ddam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidek melakukan tindak
pidana korups, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan
sebagal dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

6. Pasal 37 A dengan substans yang berasd dari ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
dengan penyempurnaan kata "dapat" pada ayat (4) dihapus dan penunjukan ayat



(1) dan ayat (2) pada ayat (5) dihapus, serta ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
meang-masing berubah menjadi ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sehingga bunyi
kesdluruhan Pasdl 37 A addah sebagal berikut:

Pasal 37 A

(1) Terdekwa wagib memberikan keterangan tentang sduruh harta bendanya dan
harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setigp orang atau korporas
yang diduga mempunya hubungan dengan perkara yang didakwakan.

(2) Ddam hd terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak
seimbang dengan pengheslannya atau sumber penambahan  kekayaannya,
maka keterangan sebagamana dimeksud daam ayat (1) digunakan untuk
memperkuat adat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan
tindak pidana korups.

(3) Ketentuan sebagamana dimaksud ddam ayat (1) dan aya (2) merupakan
tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud daam Pasd 2, Pasd
3, Pasal 4 Pasd 13, Pasd 14, Pasd 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups dan Pasd 5
sampa dengan Pasd 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap
berkewsajiban untuk membuktikan dakwaannya.

7. Di attara Pasal 38 dan Pasa 39 ditambahkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 38
A, Pasal 38 B, dan Pasd 38 C yang sdluruhnya berbunyi sebagal berikut:
Pasal 38 A
Pembuktian sebagaimana dimaksud daam Pasd 12 B ayat (1) dilakukan pada
saat pemeriksaan di Sdang pengadilan.

Pasal 38 B
(1) Setigp orang yang didekwa melakukan sdah satu tindak pidana korups
sebagaimana dimaksud daam Pasd 2, Pasd 3, Pasd 4, Pasd 13, Pasd 14,
Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korups dan Pasd 5 sampa dengan Pesd
12 Undang-undang ini, waib membuktikan sebdiknya terhadap harta
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3)

(4)

Q)

(6)

benda miliknya yang belum didakwakan, tetepi juga diduga berasd dari
tindak pidana korups.

Daam hd terdakwa tidek dgpat membuktikan bahwa harta benda
sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) diperolen bukan karena tindak
pidana korupd, harta benda tersebut dianggep diperoleh juga dari tindak
pidana korups dan hakim berwenang memutuskan sduruh atau sebagian
harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Tuntutan perampasan  hata benda sebagamana dimeksud daam
aya (2) digukan oleh penuntut umum pada ssat membacakan tuntutannya
pada perkara pokok.

Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud ddam ayat (1)
bukan berasa dari tindak pidana korups digjukan oleh terdakwa pada saat
membacakan pembdaannya ddam perkara pokok dan dapat diulangi pada
memori banding dan memori kasas.

Hakim wgib membuka perddangan yang khusus untuk memeriksa
pembuktian yang digukan terdekwa sebagamana dimeksud ddam aya
4.

Apabila terdakwa dibebaskan aau dinyatakan lepas dari segala tuntutan
hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh
hakim.

Pasal 38 C

Apabila sstelah putusan pengadilan tdlah memperoleh kekuatan hukum tetap,
diketahui mash terdgpat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut
diduga juga berasd dai tindsk pidana korups yang beum dikenakan
perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasd 38 B ayat (2),

maka negara dapat meakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli

warisnya



8. Di

antara Bab VI dan Bab VIl ditambah bab baru yakni Bab VI A mengena

Ketentuan Perdihan yang beris 1 (satu) pasd, yakni Pasd 43 A yang diletakkan

di

antara Pasd 43 dan Pasd 44 sehingga kesduruhannya berbunyi  sebaga

berikut:

1)

)

3)

BAB VI A
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43 A

Tindak pidana korups yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups diundangkan,
diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun
1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups, dengan ketentuan
maeksmum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdekwa diberlakukan
ketentuan dalam Pasal 5, Pasad 6, Pasd 7, Pasal 8, Pasd 9, dan Pasa 10
Undang-undang ini dan Pasd 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups.

Ketentuan minimum pidana penjara daam Pasd 5, Pasd 6, Pasd 7, Pasd 8§,
Pasd 9, dan Pasd 10 Undang-undang ini dan Pasa 13 Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups tidak
berlaku bagi tindak pidana korups yang terjadi sebelum berlakunya Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindek Pidana
Korups.

Tindak pidana korups yang terjadi sebelum Undang-undang ini diundangkan,
diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups, dengan
ketentuan mengena  maksmum pidana penjara bagi tindak pidana korups
yang nilanya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berlaku
ketentuan sebagaimana dimaksud ddam Pasd 12 A ayat (2) Undang-undang

n.



9. Dadam BAB VII sebelum Pasd 44 ditambah 1 (satu) pasd baru yakni Pasd 43 B
yang berbunyi sebagal berikut:
Pasal 43 B

Pada saat mula berlakunya Undang-undang ini, Pasd 209, Pasd 210, Pasd
387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasa 419, Pasa
420, Pasal 423, Pasd 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Fidana
jis. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
(Berita Republik Indonesia [I Nomor 9), Undang-undang Nomor 73 Tahun
1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946
tentang Perauran Hukum Pidana untuk Seduruh Wilayah Republik Indonesia
dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara
Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)
sebagamana tedah bebergpa kdi diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum
Pidana Yang Bekatan Dengan Kegahatan Terhadgp Keamanan Negarg,
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11
Undang-undang ini mula berlaku padatanggd diundangkan.

Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jekarta

padatangga 21 Nopember 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Tanda tangan

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI



Diundangkan di Jekarta
padatangga 21 Nopember 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

BAMBANG KESOWO
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

I. UMUM

Sgak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korups (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbaga
interpretas atau penafdran yang berkembang di masyarakat khususnya mengena
penergpan  Undang-undang tersebut terhadep tindak pidana korups yang terjadi
sebdlum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan. HA ini disebabkan
Pasd 44 Undang-undang tersebut menyatekan bahwa Undang-undang Nomor 3
Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups dinyatakan tidak berlaku
sgak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu
anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korups yang
terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Di samping ha terssbut, mengingat korups di Indonesa terjadi secara sstematik dan
meluas sehingga tidek hanya merugiken keuangan negara, tetgpi  juga telah
melanggar hek-hak sosa dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan
korups perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan
tindek pidana korups harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lan
penergpan sstem pembuktian terbaik yakni pembuktian yang dibebankan kepada
terdakwa

Untuk mencapa  kepadian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan
perlakuan adil dadam memberantas tindak pidana korups, perlu diadakan perubahan
atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korups.



Ketentuan perluasan mengena sumber perolehan da bukti yang sah yang berupa
petunjuk, dirumuskan bahwa mengena "petunjuk” sdan diperolen dari keterangan
sakd, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari dat bukti lain yang berupa
informas yang diucgpkan, dikirim, diterima, atau dismpan secara eektronik dengan
da optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung
gektronik (electronic data interchange), Surat eektronik (e-mail), telegram, teleks,
dan fekgmili, dan dari dokumen, yakni setigp rekaman data aau informes yang
dapat dilihat, dibaca dan aau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa
bantuan suatu sarana, balk yang tertuang di atas kertas, benda fisk gpapun sdain
kertas, maupun yang terekam secara eektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar,
peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforas yang memiliki makna

Ketentuan mengena  "pembuktian terbdik” perlu ditambahkan ddam Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups
sebagal  ketentuan yang bersfat "premium remidium"” dan sekadigus mengandung
sfa prevens khusus terhadgp pegawa negeri sebagamana dimaksud daam Pasd 1
angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagamana dimaksud daam Pesd 2
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersh
dan Bebas dari Korups, Kolus, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak
pidanakorups.

Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindek pidana baru tentang gratifikes dan
terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasd dari sdah
satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasd 3, Pasd 4, Pasal 13,
Pasal 14, Pasd 15, dan Pasd 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korups dan Pasd 5 sampa dengan Pasad 12 Undang-
undang ini.

Ddam Undang-undang ini diatur pula hak negara untuk menggukan gugatan perdata
terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru
diketahui setdlah putusan pengadilan memperolen kekuatan hukum tetep. Harta
benda yang disembunyikan aau tersembunyi tersebut diduga atau paut diduga
berasd dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan



aau ahli waiswya Untuk meakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk
kuasanya untuk mewakili negara

Sdanjutnya ddam Undang-undang ini juga diaur ketentuan baru mengena
maksmum pidana penjas)a dan pidana denda bagi tindak pidana korups yang
nilanya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan
untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pdaku tindak pidana korups, ddam
ha nila yang dikorup relatif kecll.

Di samping itu, ddam Undang-undang ini dicantumkan Ketentuan Perdihan.
Substans daam Ketentuan Perdihan ini pada dasamnya sesua dengan asas umum
hukum pidana sebagaimana dimaksud ddam Pasd 1 ayat (2) Kitab Undang-undang
Hukum Pidana

II. PASAL DEMI PASAL

Pasd |
Angkal
Pasal 2
ayat (2)
Yang dimaksud dengan "keadsan tertentu’ daam ketentuan ini addah
keadaan yang dapat dijadikan dasan pemberatan pidana bagi peaku
tindak pidana korups yatu agpabila tindak pidana tersebut dilakukan
terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keedaan
bahaya, bencana dam nasond, penanggulangan akibat kerusuhan sosd
yang meuas penanggulangan kriss ekonomi  dan moneter, dan
pengulangan tindak pidana korups.
Angka 2
Pasd 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penydenggara negard’ ddam Pasd ini addah
penyelenggara negara sebagamana dimaksud ddam Pasd 2 Undang-



undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersh dan Bebas dari Korups, Kolus, dan Nepotisme. Pengertian
"penyelenggara negard’ terssbut  berleku  pula  untuk  pasal-pasa
berikutnya ddam Undang-undang ini.
Pasd 6
Cukup jelas
Pasa 7
Cukup jelas
Pasd 8
Cukup jelas
Pasd 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasd 11
Cukup jelas
Pasa 12
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan "advokat" addah orang yang berprofes memberi
jasa hukum bak di ddam maupun di luar pengadilan yang memenuhi
persyaratan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
Huruf e
Cukup jelas



Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Angka3
Pasal 12 A
Cukup jelas
Pasal 12 B
Ayat (1)
Yang dimeksud dengan “graifikes" ddam aya ini addah pemberian
ddam ati luas, yakni mdiputi pemberian uang, barang, rabat (discount),
komid, pinjaman tanpa bunga, tiket perjdanan, fadlitas penginapan,
pejdanan  wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fadlitas lannya
Grdifiked terssbut bak yang diterima di ddam negeri maupun di luar
negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana dektronik atau
tanpa sarana elektronik.
Aya (2)
Cukup jelas
Pasal 12 C
Cukup jelas
Angka 4
Pasal 26 A
Huruf a
Yang dimaksud dengan "dismpan secara eektronik” misdnya data yang
digmpan ddam mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-
ROM) atau Write Once Read Many (WORM).



Yang dimaksud dengan "dat optik atau yang serupa dengan itu" dadam
ayat ini tidek terbatas pada data penghubung eektronik (electronic data
interchange), Surat eektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksamili.
Huruf b
Cukup jelas
Angka5
Pasd 37
Aya (1)
Pasd ini sebaga konsekuens berimbang atas penergpan  pembuktian
terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan
hukum yang berimbang aas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang
berkaitan dengan asas praduga tak bersdah (presumption of innocence)
dan menydahkan diri sendiri (non self-incrimination).
Aya (2)
Ketentuan ini tidek menganut dstem pembuktian secara negatif menurut
undang-undang (negatief wettelijk).
Pasal 37 A
Cukup jelas
Angka 6
Pasal 38 A
Cukup jelas
Pasal 38 B
Ketentuan dalan Pasal ini meupakan pembuktian terbdik  yang
dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasa
dari tindak pidana korups berdasarkan sdah satu dakwaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasa 4, Pasa 13, Pasd 14, Pasa 15, dan
Pasd 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korups dan Pasad 5 sampa dengan Pasa 12 Undang-undang
ini sebagai tindak pidana pokok.



Pertimbangan agpakah sduruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas
untuk negara diserahkan  kepada hakim  dengan  pertimbangan
prikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdekwa

Dasar pemikiran ketentuan sebagamana dimeksud ddam ayat (6) idah
dasan logika hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa
dai segda tuntutan hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan
pelaku tindak pidana korups dalam kasus tersebuit.

Pasal 38 C

Dasar pemikiran ketentuan dadam Pesal ini addah untuk memenuhi rasa
keadilan masyarakat terhadap pelaku tindek pidana korups yang
menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasa dari
tindak pidana korups.

Hata benda terscbut diketahui setdah putusan pengadilan  memperoleh
kekuatan hukum tetap. Ddam hd terssbut, negara memiliki hak untuk
meakukan gugatan perdata kepada terpidana dan aau ahli waisnya
tehadep hata benda yang diperolen sebdum putusan  pengadilan
memperolen kekuatan tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada Undang-
undang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korups atau setelah berlakunya Undang-
undang tersebut.

Untuk melakukan gugatan tersebut negara dapat menunjuk kuasanya untuk

mewakili negara.

Angka7
Cukup jelas

Angka8
Cukup jelas

Pasdl 11

Cukup jelas
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